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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 105 TAHUN 2013 

TENTANG 
PEJABAT PERBENDAHARAAN 

DI  LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara pada setiap 
kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, perlu mengatur 
mengenai  pejabat perbendaharaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pejabat 
Perbendaharaan  di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran 
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
113/PMK.05/2012 tentang tata Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 
Pegawai Tidak Tetap; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN  DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut 

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA 
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai 
acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan sebagai pelaksana APBN. 

3. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
4. Menteri adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan 

keuangan Kementerian. 
5. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 
6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi 

lini Kementerian atau unit organisasi yang melaksanakan kegiatan 
Kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab 
penggunaan anggaran. 

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian. 

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat  KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran 
pada Kementerian yang bersangkutan. 

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran atas beban APBN. 

10. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 
disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 
untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan 
menerbitkan perintah pembayaran. 

11. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk         
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negera 
dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian 
Negara/Lembaga. 
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12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian 
negara/lembaga/pemerintah daerah. 

13. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP 
adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran 
untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna 
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 

14. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah 
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 

15. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN 
adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas 
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja 
yang ditetapkan. 

16. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya 
disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan 
tanggungjawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. 

17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka 
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara 
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker 
atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak 
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 

18. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah 
uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk 
kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu 
UP yang telah ditetapkan. 

19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat  SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan 
pembayaran tagihan kepada negara. 

20. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya 
disebut SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang 
berisi permintaan pembayaran UP. 

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari DIPA. 

22. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disebut BAS adalah daftar 
perkiraan buku besar meliputi kode dan uraian organisasi, fungsi dan 
sub fungsi, program, kegiatan, output, bagian anggaran/unit 
organisasi eselon I/Satker dan kode perkiraan yang ditetapkan dan 
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disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, 
pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan laporan 
keuangan pemerintah pusat. 

23. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP 
adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari 
pajak. 

24. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip 
data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan 
digital. 

25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai 
negeri sipil di lingkungan Kementerian. 

26. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 

27. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah 
dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota 
dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa 
untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. 

28. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pendidikan dan/atau 
kebudayaan. 

Pasal 2 
(1) Pejabat Perbendaharaan terdiri atas: 

a. PA; 
b. KPA; 
c. PPK; 
d. PPSPM; 
e. Bendahara Penerimaan; 
f. Bendahara Pengeluaran; 
g. BPP; dan 
h. PPABP. 

(2) Pejabat Perbendaharaan mengelola APBN pada: 
a. Satker di lingkungan Kementerian; atau 
b. Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota yang menggunakan 

dana APBN/Kementerian. 
(3) Satker di lingkungan Kementerian terdiri atas: 

a. Satker pusat yang terdiri atas  eselon 1 dan eselon 2 di unit 
utama dan pusat-pusat; dan 
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